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Abstract 

This study aims to analyze the role of the plenary sessions of the Supreme Court (SC) in 

the Religious Chamber in determining decisions related to hadhanah (child custody) 

within family law in Indonesia. Hadhanah is a crucial issue in family law, particularly 

in post-divorce disputes. The plenary sessions of the Supreme Court Religious Chamber 

play a significant role in establishing and enforcing Islamic family law, especially in 

hadhanah cases (child custody). This article seeks to examine the role of the plenary 

sessions in providing legal guidelines and maintaining consistency of religious court 

rulings in hadhanah dipsutes and their impact on justice for children. The findings show 

that the plenary sessions of the Supreme Court Religious Chamber play a central role in 

creating consistent legal standards in hadhanah cases while balancing the rights of 

parents with the best interests of the child. 
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Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran rapat pleno Mahkamah Agung (MA) 

pada Kamar Agama dalam menentukan keputusan terkait hadhanah (pengasuhan anak) 

dalam hukum keluarga di Indonesia. Hadhanah merupakan salah satu isu penting 

dalam hukum keluarga, terutama ketika pasca terjadinya sengketa perceraian. Rapat 

Pleno Mahkamah Agung Kamar Agama memiliki peran strategis dalam 

menyempurnakan dan menetapkan kaidah hukum terkait isu-isu sensitif dalam hukum 

keluarga Islam, khususnya dalam kasus hadhanah (pemeliharaan anak). Artikel ini 

bertujuan untuk mengkaji peran Rapat Pleno Mahkamah Agung Kamar Agama dalam 

memberikan pedoman hukum dan menjaga konsistensi penerapan hukum keluarga, 

terutama terkait hak asuh anak pasca terjadinya perceraian. Dengan pendekatan 

yuridis normatif dan analisis kasus, artikel ini mengeksplorasi kontribusi Rapat Pleno 

terhadap konsistensi putusan pengadilan agama dalam sengketa hadhanah serta 

dampaknya terhadap keadilan bagi anak-anak. Hasil dalam penelitian ini menunjukkan 

bahwa rapat pleno Mahkamah Agung Kamar Agama memiliki peran sentral dalam 

menciptakan standar hukum yang konsisten dalam kasus-kasus hadhanah, sekaligus 

menyeimbangkan antara hak-hak orang tua dan kepentingan terbaik bagi anak. 

Kata Kunci: Mahkamah Agung. Kamar Agama, Hadhanah, Hukum Keluarga Islam. 
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PENDAHULUAN 

Dinamika dalam pernikahan pasti dialami oleh setiap pasangan. Hanya saja 

rintangan yang dihadapi tidak selalu sama. Ada yang dapat diselesaikan dengan cara  

berdiskusi antar pasangan, ada juga yang memilih jalur lain untuk menyelesaikannya. 

Apabila permasalahan keluarga tersebut tidak dapat diselesaikan secara berdua, maka 

dapat menempuh jalur kekeluargaan ataupun jalur hukum. Ketika permasalahan 

keluarga telah masuk ke ranah pengadilan agama, maka segala keputusan berada dalam 

kuasa Hakim. Apabila tidak mendadapatkan titik temu perdamaian, maka akan 

terjadinya perceraian.  

Perceraian adalah berpisahnya pasangan suami istri yang dibenarkan oleh agama 

karena adanya alasan-alasan tertentu.1Perceraian merupakan pintu darurat yang mana 

menjadi pintu terakhir dalam menyelesaikan sebuah perkara rumah tangga. Sifat darurat 

disini, yaitu sudah mencoba berbagai cara dan usaha untuk mencari kedamaian diantara 

kedua belah pihak, baik melalui mediator dari kedua belah pihak dan menggunakan 

teknik yang diajarkan oleh Al-Qur’an dan hadis.2 Jika terjadinya perceraian, dan 

ternyata  pasangan tersebut memiliki seorang anak, maka Hakim akan menentukan 

kepada siapa hak asuh anak tersebut ditetapkan. 

Pengasuhan anak, atau yang dikenal sebagai hadhanah, sering menjadi sumber 

konflik antara mantan suami dan istri setelah perceraian. Konflik yang terjadi akan 

mengakibatkan dan mengorbankan keinginan dan juga kepentingan sang anak.3 

Walaupun kedua orang tua telah berpisah, pemenuhan hak-hak anak tetap menjadi 

tanggung jawab mereka berdua dan tidak boleh dialihkan kepada pihak lain.  

Dalam hukum Islam di Indonesia, peraturan mengenai hadhanah diatur dalam 

Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang digunakan sebagai pedoman oleh pengadilan 

agama di seluruh Indonesia. Namun dalam praktiknya, sering terjadi interpretasi dan 

penerapan aturan mengenai hadhanah antara satu pengadilan dengan pengadilan 

lainnya, yang dapat menimbulkan ketidakpastian hukum.  

 
1 Husnatul Mahmudah, Juhriati, dan Zuhrah, “Hadhanah Anak Pasca Putusan Perceraian (Studi 

Komparatif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia),” Sangaji Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum 

2, no. 1 (2018), hlm. 58. 
2 Zainuddin Ali, Hukum Perdata Islam di Indonesia (Jakarta: Sinar Grafika Indonesia, 2006), 

hlm. 73. 
3Tarmizi, Yulia Pradiba, dan Karmila Usman, “Hak Asuh Anak (Hadhanah) Pasca Perceraian 

Serta Akibat Hukumnya,” Jurnal Ilmu Hukum Pengayoman 1, no. 1 (April 2023). 
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Rapat Pleno Mahkamah Agung Kamar Agama merupakan salah satu upaya 

untuk mengatasi perbedaan tersebut bertujuan untuk menjaga konsistensi dan 

keseragaman putusan hukum dalam perkara-perkara agama, termasuk kasus hadhanah. 

Rapat pleno ini menjadi forum pagi para hakim agung di kamar agama untuk berdiskusi 

dan menetapkan kebijakan hukum serta merumuskan yurisprudensi yang akan menjadi 

pedoman bagi pengadilan-pengadilan di bawah Mahkamah Agung. Melalui rapat pleno, 

Mahkamah Agung berupaya untuk memperkuat prinsip-prinsip kepastian hukum dan 

keadilan dalam penyelesaian sengketa hadhanah. 

Dalam konteks ini, penting untuk meninjau sejauh mana peran Rapat Pleno 

Mahkamah Agung Kamar Agama dalam memberikan kontribusi terhadap konsistensi 

dan keselarasan putusan terkait hadhanah anak. Penelitian ini bertujuan untuk 

memahami bagaimana rapat pleno ini mempengaruhi penerapan prinsip-prinsip hukum 

Islam dalam perkara hadhanah, serta bagaimana dampaknya terhadap perlindungan hak 

anak dan keadilan bagi para pihak yang terlibat dalam sengketa perceraian.  

METODE  

Penelitian ini merupakan studi pustaka (library research) dengan metode 

deskriptif kualitatif. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan 

analisis terhadap regulasi yang berlaku, putusan-putusan Mahkamah Agung terkait 

hadhanah, serta studi kasus yang mempresentasikan dinamika sengketa  hadhanah di 

peradilan agama. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder, yang mencakup 

referensi pustaka seperti buku-buku, undang-undang, jurnal, maupun sumber data 

lainnya dari online.4  

PEMBAHASAN 

A. Pengertian dan Aturan Hadhanah dalam Hukum Islam di Indonesia 

Pengasuhan anak, yang dalam Islam dikenal dengan istilah hadhanah, secara 

harfiah berarti “disamping” atau berada di bawah ketiak.5 Kata hadhanah berasal 

dari kata hadhana-yahdhunu-hadhanatun, yang berarti merawat atau memeluk 

 
4 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, 

Cetakan ke-11 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009), hlm. 13. 
5 Abdul Aziz Dahlan, Ensiklopedia Hukum Islam (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hope, 1999), hlm. 

415. 
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seorang anak.6 Menurut Kamal Muhtar, secara bahasa hadhanah berasal dari kata al-

hidlnu, yang berarti “rusuk”. Istilah hadhanah juga digunakan untuk merujuk pada 

“pendidikan anak”, karena seorang ibu yang merawat atau menggendong anaknya 

sering meletakannya di dekat rusuknya.7 

Dallalm istilalh fiqih, terdalpalt dual kaltal yalng digunalkaln dengaln malksud yalng 

salmal, yalitu kalffallalh altalu haldalnalh. Secalral sederhalnal, haldalnalh beralrti “pengalsuhaln” 

daln “pemelihalralaln”. 8 Dallalm pengertialn yalng lebih luals, haldhalnalh merujuk paldal  

pemelihalralaln alnalk yalng malsih kecil setelalh perceralialn alntalral sualmi daln istri. Topik 

ini dibalhals dallalm fikih kalrenal dallalm pralktiknyal, perceralialn memisalhkaln sualmi daln 

istri, sementalral alnalk merekal malsih membutuhkaln balntualn dalri alyalh altalu ibunyal. 

 الَحضَانةَُ هِيَ الوَلََيةَُ عَلَي نفَسِي الطِفلُ لِتََبيَِةِ وَتَد بِيِرشُوءُونهِِ 

Artinya: “Haldha lnalh aldallalh peralwaltaln terhaldalp alnalk kecil ya lng mencalkup 

pendidikaln sertal pengurusaln semual kebutuhalnnyal.9 

Dallalm literaltur fikih, haldhalnalh dijelalskaln dengaln berbalgali istilalh. Menurut 

Salyyid Salbiq, haldhalnalh aldallalh tindalkaln menjalgal   alnalk kecil yalng belum malmpu 

membedalkaln alntalral yalng balik daln  buruk sertal belum bisal malndiri. Tindalkaln ini 

mencalkup perlindungaln, pendidikaln, daln pengalsuhaln alnalk, balik secalral fisik, mentall, 

malupun intelektuall, algalr alnalk dalpalt tumbuh dengaln optimall daln malmpu 

bertalnggung jalwalb dallalm kehidupalnnyal.10 Menurut Walhbalh ALz-Zuhalily, haldhalnalh 

aldallalh proses meralwalt daln mendidik seseoralng yalng belum malmpu mengurus 

dirinyal sendiri, dengaln calral yalng memberikaln malnfalalt balgi dirinyal sertal 

melindunginyal dalri hall-hall yalng berbalhalyal, balhkaln jikal oralng tersebut sudalh 

mencalpali dewalsal.11 

 
6 Mahmud Yunus, Kamus Bahasa Arab-Indonesia (Jakarta: Hidakarya Agung, 2000), hlm. 

104. 
7 Ka lma ll Muhta lr, ALsals-alsals Hukum Isla lm tentalng Perka lwina ln (Ja lkalrtal: Bula ln Binta lng), hlm. 

129. 
8 ALmir Syalrifuddin, Hukum Perka lwinaln di Indonesial (Ja lkalrta l: Kencalnal, 2006), hlm. 326. 
9 Muha lmmald Ra lwwa ls Qa ll’alhji, Ensiklopedi Fiqih Uma lr bin Kha lttalb, tralns. oleh M. ALbdul 

Mujieb (Ja lkalrta l: Ralja l Gra lfindo Persa ldal, 1999), hlm 103. 
10 Sa lyyid Sa lbiq, Fiqh ALs-Sunnalh, Jilid 8 (Beirut: Da lr all-Fikr, 1983), hlm. 228. 
11 Wa lhbalh ALz-Zuha lily, Fiqih Isla lmi wa l ALdillaltuhu (Ja lkalrta l: Gema l Insalni Press, 2011), hlm. 

60. 
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Berdalsalrkaln penjelalsaln yalng telalh disalmpalikaln di altals, dalpalt disimpulkaln 

balhwal haldhalnalh iallalh talnggung jalwalb oralng tual terhaldalp alnalknyal yalng belum bisal 

hidup malndiri untuk mengalsuhnyal, memelihalralnyal, daln memenuhi kebutuhalnnyal. 

Selalin itu, oralng tual jugal memiliki talnggung jalwalb untuk memberikaln pendidikaln 

daln jugal pengetalhualn algalmal kepaldal alnalk tersebut hinggal merekal dewalsal. Dallalm hall 

ini yalng dialnggalp malmpu untuk memenuhinyal iallalh seoralng ibu. 

Dalsalr hukum perihall haldhalnalh termalktub dallalm ALl-Qur’aln suralt ALt-Talhrim 

alyalt 6:12 

يَ ُّهَا 
كَةٌ غِ يٰۤا هَا مَلٰٓۤٮِٕ فُسَكُمۡ وَاهَۡلِيۡكُمۡ نََراً وَّقُ وۡدُهَا النَّاسُ وَالۡحِجَارَةُ عَلَي ۡ ا انَ ۡ لََظٌ شِدَادٌ الَّذِيۡنَ اۤمَنُ وۡا قُ وۡا

َ مَاا امََرَهُمۡ وَيَ فۡعَلُوۡنَ مَا يُ ؤۡمَرُوۡنَ    لََّ يَ عۡصُوۡنَ اللّٰۤ
Dallalm alyalt ini, ALllalh SWT memerintalhkaln oralng tual untuk menjalgal diri 

merekal daln kelualrgal dalri alpi neralkal. Hall ini dilalkukaln dengaln berusalhal algalr seluruh 

alnggotal kelualrgal, termalsuk alnalk-alnalk,  melalksalnalkaln perintalh-perintalh-Nyal daln 

menjaluhi lalralngaln-lalralngaln-Nyal.13 

Kompilalsi Hukum Islalm merupalkaln pembalhalsaln palral pemikir ulalmal, balik 

ulalmal klalsik malupun ulalmal modern yalng sallalh saltu pembalhalsaln di dallalmnyal aldal 

perihall haldhalnalh. Sebalgali himpunaln dalri palral alhli fikih, dallalm pembalhalsalnnyal 

terkalit penggallialn hukum dengaln dual pendekaltaln yalitu secalral Balhalsal daln Malqalshid 

all-syalrialh. KHI aldallalh kumpulaln pemikiraln yalng bersifalt legall opinion yalng 

dikemals dengaln balhalsal hukum.14 Haldhalnalh dallalm Kompilalsi Hukum Islalm 

dicalntumkaln dallalm palsall 105 huruf  (al), yalng menyaltalkaln balhwal “dallalm situalsi 

perceralialn, pemelihalralaln alnalk yalng berusial di balwalh 12 talhun (mumalyyiz) menjaldi 

halk ibunyal.15 Dallalm konteks ini, KHI talmpalknyal berallalsaln balhwal kebialsalaln daln 

kelalzimaln menunjukkaln balhwal alnalk bialsalnyal dialsuh oleh ibunyal, terutalmal ketikal ial 

malsih berusial di balwalh 12 talhun. 

 
12 Tiha lmi daln Sohalri Sa lhralni, Fikih Munalka lhalt : Ka ljialn Fikih Nika lh Lengkalp (Ja lkalrta l: 

Ra ljalwalli Pers, 2013). 
13 ALrifin ALbdulla lh daln Siti Nursya lfiqalh, “Fa lktor-Falktor Gugurnyal Halk Haldha lnalh Kepaldal Ibu 

(ALnallisis Ena lkmen Kelualrgal Isla lm Pulalu Pinalng No. 5 Talhun 2004 Ditinja lu Menurut Ka ljia ln Fiqh),” El-

Usra lh: Jurnall Hukum Kelualrgal 1, no. 1 (Juni 2018), hlm. 80. 
14 Khufalzo Ilmaln Putral, Siti Rohma lh, daln Falkhruralzi, “Haldha lnalh ALkibalt Perceralialn Perspektif 

Fiqih Da ln Kompilalsi Hukum Isla lm,” Jurnall Kemuhalmma ldiya lhaln daln Integralsi Ilmu 1, no. 2 (2023), 

hlm. 122. 
15 Kompila lsi Hukum Islalm, Palsa ll 105. 
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Kompilalsi Hukum Islalm disusun berdalsalrkaln hukum Islalm, yalitu ALl-Quraln 

daln sunnalh Ralsul, daln secalral hieralrkis mengalcu paldal peralturaln perundalng-undalngaln 

yalng berlalku.16 Pemelihalralaln alnalk (haldhalnalh) aldallalh sallalh saltu isu penting yalng 

muncul dallalm kalsus perceralialn balgi palsalngaln yalng telalh memiliki seoralng alnalk. 

Peralturaln perundalng-undalngaln di Indonesial dengaln jelals mengaltur tentalng 

pemelihalralaln alnalk secalral rinci. 

Dallalm KHI, terdalpalt dual palsall yalng mengaltur tentalng pengalsuhaln alnalk, 

yalitu palsall 105 daln 156. Palsall 105 mengaltur pengalsuhaln alnalk dallalm dual situalsi: 

pertalmal, jikal alnalk belum mencalpali usial mumalyyiz (kuralng dalri 12 talhun), malkal halk 

alsuh diberikaln kepaldal ibunyal. Kedual, jikal alnalk sudalh mencalpali usial mumalyyiz (12 

talhun ke altals), malkal alnalk memiliki halk untuk memilih alpalkalh ingin dialsuh oleh 

alyalh altalu ibunyal. Selalin itu, palsall 156 mengaltur urutaln halk alsuh alnalk jikal ibu 

kalndungnyal meninggall dunial.17 

B. Pengertialn Ralpalt Pleno Malhkalmalh ALgung Kalmalr ALgalmal 

Hukum kelualrgal meliputi berbalgali isu penting, seperti pernikalhaln, 

perceralialn, halk alsuh alnalk, walrisaln, daln alspek-alspek lalin yalng terkalit dengaln 

kelualrgal. Malhkalmalh ALgung memiliki wewenalng untuk memutuskaln kalsus-kalsus 

yalng berkalitaln dengaln hukum kelualrgal, sertal memberikaln palndualn daln penalfsiraln 

yalng berdalmpalk luals paldal malsyalralkalt. Perkembalngaln malsyalralkalt yalng dipengalruhi 

oleh kemaljualn salins daln teknologi, sertal integralsi budalyal globall di eral globallisalsi, 

berdalmpalk paldal polal, perilalku daln kebutuhaln alkaln alturaln yalng sesuali dengaln 

dinalmikal globall tersebut dallalm konteks kelualrgal.18 

Menurut Ketual Malhkalmalh ALgung, Ralpalt pleno Kalmalr Malhkalmalh ALgung 

merupalkaln forum untuk menyaltukaln persepsi daln palndalngaln palral Halkim ALgung 

sertal Halkim ALd Hoc mengenali sualtu malsallalh daln isu hukum tertentu, dengaln tujualn 

membalngun kesaltualn daln konsistensi hukum.19 Ralpalt Pleno Malhkalmalh ALgung 

Kalmalr ALgalmal berfungsi untuk menjalgal keselalralsaln daln kepalstialn hukum, terutalmal 

 
16 Khufalzo Ilmaln Putral, Siti Rohma lh, daln Falkhruralzi, “Haldha lnalh ALkibalt Perceralialn Perspektif 

Fiqih Da ln Kompilalsi Hukum Isla lm,” Jurnall Kemuhalmma ldiya lhaln daln Integralsi Ilmu 1, no. 2 (2023), 

hlm. 123.  
17 Umul Khalir, “Pela lksa lnalaln Ha lk ALsuh ALnalk Setela lh Terja ldinyal Perceralia ln,” Jurnall Cendekial 

Hukum 5, no. 2 (2020), hlm. 292. 
18 Fa lthul Mu’in, Miswa lnto, dkk., “Pembalrua ln Hukum Kelua lrgal Isla lm di Indonesia l Dalla lm 

Peningkalta ln Sta ltus Perempualn,” Legall Studies Jurnall 2, no. 1 (2022), hlm. 13-29. 
19 https://kepa lniteralaln.malhkalma lhalgung.go.id/. Dia lkses pa ldal 14 Oktober 2024. 
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dallalm menghaldalpi perbedalaln putusaln alntalral berbalgali pengaldilaln algalmal di 

Indonesial. Ralpalt ini memungkinkaln palral Halkim ALgung untuk menyepalkalti prinsip-

prinsip hukum yalng dalpalt diteralpkaln secalral beralgalm dallalm memutuskaln khususnyal 

sengketal haldhalnalh. 

Sistem kalmalr di Malhkalmalh ALgung bukalnlalh konsep balru dallalm sistem 

hukum Indonesial. Hall ini disebalbkaln oleh sistem peraldilaln di Indonesial yalng 

mengaldopsi traldisi hukum Belalndal, yalng telalh lalmal meneralpkaln sistem kalmalr. 

Nalmun, setelalh kewenalngaln Hooggerechtshof (Pengaldilaln Balnding) diallihkaln ke 

Malhkalmalh ALgung paldal talhun 1950, sistem kalmalr sempalt dihalpuskaln sementalra l 

kalrenal jumlalh Halkim ALgung yalng salngalt terbaltals paldal walktu itu.20 

Selalin secalral rutin mengaldalkaln ralpalt pleno di setialp kalmalr, Malhkalmalh 

ALgung jugal secalral konsisten melalksalnalkaln ralpalt pleno kalmalr talhunaln yalng 

melibaltkaln seluruh kalmalr perkalral. Sejalk peneralpaln sistem kalmalr paldal alkhir 2011, 

Malhkalmalh ALgung telalh menyelenggalralkaln ralpalt pleno kalmalr talhunaln sebalnyalk 12 

kalli.21 Selalmal periode 2011 hinggal 2022, Malhkalmalh ALgung telalh menerbitkaln 

SEMAL sebalnyalk 12 untuk mengesalhkaln setialp rumusaln yalng dihalsilkaln dalri ralpalt 

pleno kalmalr tersebut, yalitu: 

1. Suralt Edalraln Malhkalmalh ALgung No. 3 Talhun 2023 

2. Suralt Edalraln Malhkalmalh ALgung No. 1 Talhun 2022 

3. Suralt Edalraln Malhkalmalh ALgung No. 5 Talhun 2021 

4. Suralt Edalraln Malhkalmalh ALgung No. 10 Talhun 2020 

5. Suralt Edalraln Malhkalmalh ALgung No. 2 Talhun 2019  

6. Suralt Edalraln Malhkalmalh ALgung No. 3 Talhun 2018 

7. Suralt Edalraln Malhkalmalh ALgung No. 1 Talhun 2017 

8. Suralt Edalraln Malhkalmalh ALgung No. 4 Talhun 2016 

9. Suralt Edalraln Malhkalmalh ALgung No. 3 Talhun 2015 

10. Suralt Edalraln Malhkalmalh ALgung No. 5 Talhun 2014 

11. Suralt Edalraln Malhkalmalh ALgung No. 4 Talhun 2014 

12. Suralt Edalraln Malhkalmalh ALgung No. 7 Talhun 2012 

 
20 https://kepa lnitera laln.malhka lma lhalgung.go.id/sistem-ka lmalr/seja lra lh-sistem-ka lmalr. Dialkses 

pa ldal 19 Oktober 2024 pukul 17.13 
21 Kompila lsi Rumusa ln Halsil Ra lpalt Pleno Ka lma lr Malhkalmalh ALgung Republik Indonesial, Cet 

ke-10 (Ja lkalrta l: Sekreta lria lt Kepa lnitera laln Malhkalmalh ALgung, 2024), hlm. iii. 
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Suralt Edalraln Malhkalmalh ALgung (SEMAL) merupalkaln sallalh saltu bentuk 

peralturaln yalng dibualt daln diterbitkaln oleh Malhkalmalh ALgung.22 SEMAL dibentuk 

berdalsalrkaln ketentualn palsall 12 alyalt 3 Undalng-Undalng No. 1 talhun 1950 tentalng 

Susunaln, Kekualsalaln daln Jallaln Pengaldilaln Malhkalmalh ALgung Indonesial, dengaln tujualn 

sebalgali fungsi regulalsi Malhkalmalh ALgung, daln pertalmal kalli dikelualrkaln paldal talhun 

1952. Sebalgali lembalgal peraldilaln tertinggi, Malhkalmalh ALgung memiliki kewenalngaln 

untuk mengalwalsi lembalgal peraldilaln di balwalhnyal. Dallalm melalksalnalkaln tugalsnyal, 

Malhkalmalh ALgung berhalk memberikaln peringaltaln, teguraln, daln petunjuk yalng 

dialnggalp perlu daln bergunal kepaldal pengaldilaln daln palral halkim, balik melallui suralt 

khusus malupun suralt edalraln.23 

Seperti yalng telalh dijelalskaln sebelumnyal, ralpalt pleno Malhkalmalh ALgung telalh 

dilalksalnalkaln sebalnyalk 12 kalli. Dallalm ralpalt pleno tersebut, selalin Kalmalr ALgalmal, 

terdalpalt jugal kalmalr lalinnyal, yalitu kalmalr pidalnal, kalmalr perdaltal, kalmalr militer, kalmalr 

taltal usalhal negalral, daln teralkhir kalmalr kesekretalrialtaln. Nalmun, dallalm pembalhalsaln ini 

kital halnyal bertuju paldal kalmalr algalmal, yalng malnal kalmalr algalmal disini yalitu membalhals 

tentalng Hukum Kelualrgal Islalm di Indonesial. 

3. Ralpalt Pleno Malhkalmalh ALgung Kalmalr ALgalmal daln Peralnalnnyal dallalm Hukum 

Kelualrgal 

Ralpalt Pleno Malhkalmalh ALgung Kalmalr ALgalmal merupalkaln forum penting 

untuk menyusun pedomaln daln intepretalsi hukum kelualrgal yalng berlalku di balwalh 

yurisdiksi Pengaldilaln ALgalmal. Setialp talhun menerbitkaln SEMAL, Malhkalmalh ALgung 

menerbitkaln peralturaln yalng mencalkup beberalpal poin yalng diperbalrui, meskipun 

tidalk semual poin mengallalmi perubalhaln.24 Melallui ralpalt pleno, rumusaln-rumusaln 

hukum yalng bersifalt albstralk dalpalt dijalbalrkaln dallalm bentuk yalng lebih konkrit daln 

operalsionall, khususnyal terkalit isu haldhalnalh. 

Isu haldhalnalh tidalk selallu dibalhals dallalm setialp Suralt Edalraln Malhkalmalh 

ALgung yalng diterbitkaln. Pembalhalsaln mengenali haldhalnalh balru dimulali paldal talhun 

 
22 Sya lfal Edialna l Putri daln Dewi Murnialti, “Implementa lsi Sema l Nomor 3 Talhun 2018 Tenta lng 

Ka lmalr ALgalmal Terkalit Tuntuta ln Na lfkalh Gugaltaln Cerali di Pengaldila ln ALgalmal Suralbalyal,” Ma ldalni : Jurnall 

Ilmia lh Multidisipline 1, no. 10 (November 2023), hlm. 196. 
23 Irwa ln ALdi Ca lhya ldi, “Kedudukaln Suralt Eda lraln Malhkalma lh ALgung (SEMAL) da llalm Hukum 

Positif di Indonesial,” Jurna ll Ma lhalsiswa l Falkultals Hukum Universita ls Bra lwija lyal, (2014), hlm. 5. 
24 Khiyalroh, “Peraln Pleno Ka lmalr ALga lma l Malhkalma lh ALgung Dalla lm Mencalpali Tujua ln 

Perundalng-Undalngaln Kelualrga l Indonesia l,” ALHKALM Jurna ll Hukum Isla lm 8, no. 2 (November 2020), 

hlm. 323.  
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2012. Dallalm SEMAL tersebut, muncul pertalnyalaln alpalkalh gugaltaln terkalit nalfkalh 

alnalk, haldhalnalh, daln halrtal bersalmal dalpalt dialjukaln secalral kumulaltif setelalh 

perceralialn terjaldi. Pertalnyalaln ini dijalwalb balhwal pengaljualn kumulaltif tersebut 

dimungkinkaln, sesuali dengaln Palsall 86 Undalng-Undalng No. 7 talhun 1989 yalng telalh 

mengallalmi perubalhaln melallui Undalng-Undalng No. 3 Talhun 2006 daln perubalhaln 

kedual dengaln Undalng-Undalng No. 50 Talhun 2009. 

Selalnjutnyal, dallalm SEMAL Nomor 03 Talhun 2015, isu haldhalnalh kemballi 

dibalhals, yalng menetalpkaln balhwal Halkim tidalk diperkenalnkaln menentukaln secalral ex 

officio sialpal yalng menjaldi pengalsuh alnalk jikal tidalk aldal gugaltaln altalu permohonaln 

dalri pemohon dallalm penetalpaln halk haldhalnalh. Kemudialn SEMAL Nomor 1 Talhun 

2017 memberikaln penjelalsaln lebih lalnjut terkalit haldhalnalh. Dallalm penetalpaln 

haldhalnalh, dihalruskaln untuk mencalntumkaln balhwal pemegalng halk haldhalnalh waljib 

memberikaln alkses kepaldal oralng tual yalng tidalk memegalng halk haldhalnalh algalr dalpalt 

bertemu dengaln alnalk. Selalin itu, dallalm pertimbalngaln hukum, maljelis Halkim halrus 

memperhaltikaln balhwal jikal alkses tersebut tidalk diberikaln, hall ini dalpalt dijaldikaln 

dalsalr untuk mengaljukaln gugaltaln pencalbutaln halk haldhalnalh. 

Paldal talhun 2018, Ralpalt Pleno Malhkalmalh ALgung Kalmalr ALgalmal 

menghalsilkaln Rumusaln Hukum yalng dialtur dallalm SEMAL Nomor 3 Talhun 2018 

alngkal 9, yalng menyaltalkaln balhwal halk haldhalnalh tidalk lalgi  termalsuk dallalm halk ex 

officio halkim. Peneralpaln ketentualn ini menghalruskaln palral pihalk untuk mengaljukaln 

dual perkalral secalral terpisalh di pengaldilaln, yalitu perkalral perceralialn daln perkalral 

haldhalnalh.25  

 Paldal talhun 2015, Ralpalt Pleno Kalmalr ALgalmal Malhkalmalh ALgung 

menghalsilkaln Rumusaln Hukum yalng dialtur dallalm SEMAL Nomor 03 Talhun 205, 

yalng alntalral lalin talnpal aldalnyal permohonaln. Ini upalyal untuk menghindalri putusaln 

ultral petital, yalitu putusaln yalng melebihi dalri yalng dimohonkaln palral pihalk. 

Ralpalt pleno ini jugal menghalsilkaln yurisprudensi yalng menjaldi rujukaln waljib 

balgi pengaldilaln algalmal di seluruh Indonesial. Dallalm konteks haldhalnalh, ralpalt pleno 

sering sekalli digunalkaln untuk menegalskaln prinsip-prinsip hukum seperti : 

a. Kepentingaln Terbalik ALnalk 

 
25 Khiya lroh. 
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Dallalm haldhalnalh kepentingaln terbalik alnalk menjaldi prinsip utalmal yalng 

menjaldi dalsalr dallalm menentukaln halk alsuh alnalk. Perlindungaln halk alnalk aldallalh 

prinsip yalng salngalt penting dallalm Islalm. ALgalmal Islalm memberikaln pedomaln yalng 

jelals mengenali perlindungaln halk-halk alnalk. ALjalraln Islalm jugal menekalnkaln 

signifikalnsi halk-halk alnalk daln mendorong oralng tual sertal malsyalralkalt untuk 

melindungi daln memenuhi kebutuhaln alnalk-alnalk dengaln sebalik-baliknyal.26 

 Prinsip ini menekalnkaln balhwal keputusaln terkalit pengalsuhaln halrus selallu 

mengutalmalkaln kesejalhteralaln, perkembalngaln, kebutuhaln alnalk, balik dalri segi fisik, 

emosionall, pendidikaln, malupun spirituall. Tujualnnyal aldallalh  untuk membalntu alnalk 

memenuhi kebutuhalnnyal, kalrenal alnalk tersebut belum malmpu memenuhi daln 

mengurus kebutuhalnnyal sendiri.27 Ketikal tujualn tercalpali, malkal alnalk dalpalt 

berkembalng dengaln optimall daln mencalpali potensi terbaliknyal.  

b. Kewaljibaln Kedual Oralng Tual 

Kedual oralng tual memiliki kewaljibaln malsing-malsing untuk memalstikaln 

kesejalhteralaln daln perkembalngaln alnalk, meskipun halk alsuh mungkin beraldal di 

talngaln sallalh saltu dalri merekal. Kewaljibaln ini mencalkup talnggungal jalwalb bersalmal 

untuk memenuhi kebutuhaln dalsalr alnalk, seperti kebutuhaln fisik, kebutuhaln 

emosionall, pendidikaln, perlindungaln, daln kebutuhaln finalnsiall. 

Oralng tual, sebalgali balgialn dalri malsyalralkalt, memiliki pengalruh besalr dallalm 

membimbing pendidikaln alnalk. Setialp oralng tual muslim tentunyal menginginkaln algalr 

alnalk-alnalknyal tumbuh menjaldi individu yalng talalt daln paltuh dallalm menjallalnkaln 

aljalraln algalmal, balik dallalm lingkungaln kelualrgal, pergalulaln, kelals, malupun sekolalh.28 

KESIMPULALN 

Ralpalt Pleno Malhkalmalh ALgung Kalmalr ALgalmal memiliki peraln straltegis dallalm 

membentuk daln jugal menjalgal konsistensi peneralpaln hukum terkalit haldhalnalh di 

Indonesial. Dengaln rumusaln hukum yalng dihalsilkaln paldal talhun 2012, 2015, 2017 daln 

2018, Malhkalmalh ALgung telalh memperkualt prinsip-prinsip kealdilaln dallalm pembalgialn 

halk alsuh, menjalmin halk-halk oralng tual yalng tidalk memegalng halk haldhalnalh, sertal 

 
26Muha lmmald Husni ALbdulalh Pa lkalrti, “Perlindungaln Halk ALnalk Dalla lm Perceralialn Menurut 

Hukum Kelualrga l Isla lm,” Ma lwa ldda lh: Jurnall Hukum Kelualrga l Isla lm 1, no. 1 (November 2023), hlm. 5. 
27 ALhmald Muhaljir, “Haldhalnalh Da lla lm Isla lm (Ha lk Pengalsuhaln ALnalk dalla lm Sektor Pendidika ln 

Ruma lh),” Jurnall Susunaln ALrtikel Pendidikaln 2, no. 2 (Desember 2017), hlm. 170. 
28 Supa lrdi, “Ha ldhalnalh daln Talnggung Ja lwalb Perlindungaln ALna lk,” ALl-Malnalhij: Jurnall Ka ljia lh 

Hukum Isla lm 8, no. 1 (2014), hlm. 65.. 
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memberikaln pedomaln tentalng mekalnisme pengallihaln haldhalnalh jikal terjaldi 

pelalnggalraln. Selalin itu, ralpalt pleno jugal berfungsi sebalgali salralnal pengualtaln terhaldalp 

perlindungaln halk-halk alnalk palscal perceralialn, sesuali dengaln prinsip kepentingaln terbalik 

alnalk yalng menjaldi lalndalsaln dallalm setialp putusaln. 
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